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I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan
jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antarwilayah  provinsi, keserasian
antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan
ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi
dan kabupaten/kota.

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan
yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi
daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia
dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan
global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang
kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran

teknologi dalam memanfaatkan ruang.
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Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya
pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar
seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna
dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan
keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara
spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,
optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya
dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda
yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial
dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya
alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang
dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna
udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu
kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang
oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun
melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam
dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan
pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional,
antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan
dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang
wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem
pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem
jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan
sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup

kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan
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dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan
strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang,
RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola
ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan
pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang
yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan,
arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan
kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena
merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk
mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan

Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan
perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan
pengembangan kluster, khususnya kawasan:

a. agropolitan;

b. minapolitan;

c. pariwisata; dan

d. transmigrasi,

yang merupakan kawasan perdesaan dan
pengembangan desa pusat pertumbuhan yang
memiliki  keunggulan  komparatif dan/atau
kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan

lainnya.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kota maritim” adalah
kota yang berada di pantai/pesisir dan
mempunyai fungsi kegiatan yang berkaitan
dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengelolaan daerah aliran
sungai” adalah upaya manusia dalam mengatur

hubungan timbal balik antara sumber daya alam
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dengan manusia di dalam daerah aliran sungai
dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian
dan keserasian ekosistem serta meningkatnya
kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia

secara berkelanjutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 4
Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan  risiko
perubahan iklim” adalah kawasan yang berisiko

terkena dampak perubahan iklim.

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi
daya mengandung pengertian bahwa kawasan
budi daya yang dikembangkan bersifat saling
menunjang satu sama lain sehingga dapat
mewujudkan  sinergi dalam = meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan
budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi

rencana pengembangan, sinkronisasi program,

www.peraturan.go.id



